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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan prinsip
Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan
Desa dengan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,pelaporann dan
pertanggungjawaban. Metode penelltlan yang dlgu akan adalah Metode kualitatif
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ABSTRACT
This research is to describe the principles of Transparency and Accountability of
the Village Government in managing village funds with the planning,
implementation, administration, reporting and accountability processes. The
research method used.i scrlptlve qualltatlve methodsT he result of this research
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

terutama pe g i di i la ata pemerintah
Daerah da otonomi di
setiap dae daerah yang
berintegrit sang perlukan siste aparatur) yang
berintegritas. Kemajuan p "_; na € ;"_ ah penting, karna

pembanguna dan

desa maupun perangkat desa ami tugas pokok dan fungsi dalam
upaya meningkatkan kinerja pemerintah Desa.

Transparansi adalah salah satu prinsip yang dapat menjamin akses dan
kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya,

sehingga hasil yang diinginkan tercapai. Transparansi adalah kebijakan terbuka

bagi seluruh pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah



adanya informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat
dijangkau oleh masyarakat. Tranparansi dapat mengatasi keuangan dalam
pemerintahan desa menjadi aspek utama penentu keberhasilan dan pembangunan
desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan
keuangan desa merupakan keseluruhan Kegiatan yang terdiri dari perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban dalam keuangan
desa harus dikelola dengan baik. Pengelolaan Keuangan Desa serta penerapan
aktivitas pemerinahan Desa, adanya aspek tata pemerintahan yang baik (good
governance) yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif. Salah satu faktor utama
yang dapat mempengaruhi good governance merupakan wujud tanggungjawab
penerapan misi lembaga organisasi untuk menggapai tujuan yang telah di
resmikan melalui media penaggungjawab yang di laksanakansecara periodik.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan
segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi pertanggungjawabannya kepada pihak
pemberi amanah (principal) yang. meemiliki-hak dan wewenang untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut. Sang pemberi amanah (principal) berhak
mengawasi dan mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh agent agar
bisa meminimalisir terjadinya kecurangan. Namun dengan adanya Keuangan Desa
pemerintah desa diharapkan dapat mengelola desa dengan baik sesuai dengan
undang-undang yang berlaku, bahwasanya Keuangan Desa dikelola secara efisien,

ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dan harus memperhatikan



rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Maka,
Akuntabilitas pemerintahan dibutuhkan untuk menjadi penunjang pelaksanaan
otonomi Desa agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan Indikator Akuntabilitas sesuai dengan dengan Permendagri No
20 Tahun 2018 dalam tahapan Akuntabilitas tentang perencanaan keuangan desa,
merupakan perencanaan dan < pengeluaran » pemerintah desa, penyususan
perancangan dan sesuai dengan peraturan tentang APBDes yang secara khusus
dilaksanakan oleh sekretaris. Pelaksanaan keuangan desa merupakan penerimaan
dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa.
Penatausahaan keuangan diakukan dengan mencatat setiap penerimaan dalam
buku kas umum. Untuk laporan pertanggungjawaban terdiri dari laporan realisasi
pelaksanaan APBDes dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi
kegiatan, daftar program sectoral dan program lainnya.

UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 Ayat (1) menyatakan sumber-sumber
pendapatan Desa, salah satunya Keuangan Desa yaitu bersumber dari dan
perimbangan yang diterima kabupaten atau kota, minimal 10% dari Dana Alokasi
Umum, bantuan keuangan dari APBD, Prov.dan APBD Kabupaten atau Kota,
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, lain-lain pendapatan desa yang sah untuk
menunjang pembangunan Desa yang termasuk dalam Keuangan Desa.

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa keuangan
desa adalah semua hak kewajibann Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta
segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan

hak dan kewajiban Desa.



Berdasarkan penjelasan undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 24, Keuangan
Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja
Negara (APBN). Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: (a)
kepastian hukum;(b) tertib penyelenggaran-pemerintahan;. (tertib kepentingan
umum; (d) keterbukaan; (e) proporsionalitas; (g) Akuntabilitas; (h) efektivitas dan
efisiensi, (1) kearifan lokal; (j)-keberagaman;;(k) partisipatif dari semua lapisan.
Hal ini semua berkenan pada penyelenggaraan pemerintah dan tidak dapat
dilakukan oleh satu pihak saja. Terdapat sanksi tegas apabila salah satu unsur
dalam undang-undang diatas tidak dijalankan.

Untuk mengurangi kecurangan pada saat proses pengelolaan Keuangan
Desa, semua aparat yang berwewenang hingga masyarakat harus paham konsep
dasar Akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam
menjalankan = segala sesuatu. mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga
pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Desa. Untuk. itu diperlukan peran
masyarakat terlibat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan agar sesuai
partisipatif. Setiap aparatur bertanggungjawab untuk setiap kegiatan yang akan
dilaksanakan. Hal ini yang membedakan.adanya kegiatan yang secara nyata
kegiatan yang terkendali dan tidak terkendali. Kegiatan terkendali tersebut adalah
kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau satu pihak,
dalam arti kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan ditinjau
hasilnya oleh pihak yang berwewenang.

Dalam pengelolaan Keuangan Desa Jati Mulia, berpedoman pada pengelolaan

Keuangan Desa, dimana keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas



transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin
anggaran berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018.

Keuangan Desa Untuk APBDesa pada desa Jati Mulia pada tahun 2019
sebesar Rp 2.042:198.434, dan.pada Tahun+2020 sebesar. Rp 2.005.404.886.
Keuangan Desa tersebut menunjukkan bahwa Keuangan Desa mengalami
penurunan pada Tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Berdasarkan fenomena
tranparansi bisa dibuktikan dengan hasil wawancara di Kantor Desa Jati Mulia,
Kecamatan Kerinci Kanan , Kabupaten Siak, dan pengamatan saya sejauh ini
belum menerapkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Desa Jati
Mulia, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, belum mengoptimalkan

indikator transparansi dan Akuntabilitas yang seharusnya diterapkan.

Tabel 1.1
APBDesa Tahun 2020
Keterangan Anggaran Realisasi
(Rp) (Rp)
Pendapatan Desa 2.005.404.886 | 2.004.703.731

Belanja Desa:
Bidang penyelenggaraan pemerintah desa, | 950.225.247 035.734.685

Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan.

Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa | 248.355.000 237.930.000

Pengelola Administrasi Kependudukan 9.475.000 9.475.000
Penyelenggara Tata Praja Pemerintahan 21.500.000 21.500.000
Bidang Pelaksana Pembangunan Desa 939.584.990 923.934.000
Sub Bidang Kesehatan 49.657.160 49.657.000

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan | 647.809.517 632.247.000
Ruangan

Sub Bidang Perhubungan dan Komunikasi 10.800.000 10.800.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 289.700.000 175.700.000
Sub bidang Kebudayaan dan keagamaan 226.100.000 | 122.100.000
Sub bidang kepemudaaan dan olahraga 20.000.000 10.000.000
Sub bidang kelembagaan Masyarakat 40.000.000 40.000.000
Bidang pemberdayaan Masyarakat 172.000.000 | 170.663.900
Bidang Pennggulangan Bencana, Darurat 233.875.000 233.875.000

Sub Bidang Mendesak 180.000.000 | 180.000.000




Sumber data: APBDes Desa Jati Mulia Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak

Berdasarkan survey awal dan data yang diperoleh, permasalahan yang ditemui
peneliti yaitu masalah transparansi yang mana aparatur desa tidak menyediakan
papan informasi serta website.khusus mengenai informasi.desa baik kas masuk
dan kas keluar serta informasi mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan di
Desa tidak ada. Hal ini menyebakan masyarakat tidak dapat mengakses informasi
desa dengan baik, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan indikator transparansi
yang di tuangkan dalam Permendagri No 20 Tahun 2018, yang mengatakan
bahwa APBDes harus diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi
agar mudah diakses oleh masyarakat, keuangan desa harus dikelola secara
terbuka, dapat.dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan Permendari No 20
Tahun 2018 . Lalu permasalahan selanjutnya terkait Transparansi adalah dalam
pelakssanaan Musrenbangdes, yang mana dalam penyelenggaraanya di Tahun
2019-2020 terbengkalai akibat pandemi Covid. Sehingga hal ini dikatakan tidak
sesuai dengan "Permendagri No 20 Tahun 2018 terkait penyelenggaraan
Musrenbangdes.

Permasalahan selanjutnya . terkait “dengan Akuntabilitas yaitu terkait
penyusunan semua laporan keuangan Desa di Tahun 2020 yang dilakukan oleh
Kepala Desa tidak tepat pada minggu kedua bulan Juli Tahun 2020, namun jadi di
bulan Agustus minggu ke dua Tahun 2020. Hal ini tidak sesuai dengan Indikator
Akuntanblitas sesuai dengan dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Pelaporan
Kuangan Desa yang mewajibkan Kepa Desa menyusun laporan dan

menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua Bulan Juli.
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Penyelenggaraan pemerintahan desa (pemdes) yang baik (good governance)
terkait pengelolaan Keuangan Desa memerlukan sistem Akuntabilitas dan

tranparansi, sehingga ,masyarakat dapat mengetahui jelas mengenai perencanaan,

Jati Mulia kabupaten kerinci kanan kabupaten siak.

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan ~ Akuntabilitas Pengeolaan
Keuangan Desa Jati Mulia Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.
1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
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Hasil penelitian ini diharapkan bisa menanmbah wawassan
penegtahuan bagi peneliti mengenai tata kelola Keuangan Desa dengan

baik yang meliputi Akuntabiltas dan Transparansi pengelolaan Keuangan

kepada calon

mengenai

berikut:

BABIl : PENDAHULUAN
Pada bab I ini menjelaskan tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta
sistematika penulisan.

BABII : TELAAHPUSTAKA DAN HIPOTESIS
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BAB Il :

Bab I ini mengemukakan tinjauan pustaka yang diakhiri

dengana hipotesis penelitian.

METODE PENELITIAN
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BAB Il

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2111

Pengelolaa 8 3 . - adalah kegiatan

pencatatan

masyarakat adanya
laporan realisa : “_’ : ' -_ s sanaan APBDesa
diinformasikan” kepa asyarakat secara :"'; 1 edia informasi
yang yang mu akse ara . Lg asi pelaksanaan

keuangan dise

dan mengakses informas 3 Yie erhadap pertanggungjawaban
pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan dan ketaatan
kepada peraturan perundang-undangan.

(Astuty, 2016) Transparansi merupakan kepemerintahan yang baik akan
bersifat transparan terhadap masyarakatnya, baik tingkat pusat maupun daerah.
Keterbukaan menghendaki adanya peluang bagi masyarakat untuk mengajukan

tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan.

10
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Transparansi adalah asas atau prinsip yang membuka diri terhadap masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak deskriminasi tentang

pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan teradap

masyarakat

mengetahui

pengeolaan sum a ya i - etaaatannya pada
peraturan

Transparansi penting bagi pelaksanas A gsi pemerintah

secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif
dalam seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.
Setiap kebijakan yang dieluarkan oleh penyelengara harus dapat dikses secara
terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyrakat untuk berpartisipasi

secara luas didalam nya.
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Manfaat penting adanya transparansi anggran menurut (Adrianto, 2011)

yaitu:

1) Mencegah korupsi

2. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga membuat
keputusan tertentu.
3. Meningkatkan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik,

sehingga masyarakat lebih mampu megukurkinerja lembaga.
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2.1.1.3 Prinsip-prinsip Transparansi

Prinsip transparansi adalah menciptakan kepercayaan antara pemerintah

dengan masyarakat atas penyedia informasi dan menjamin kemudahan dalam

berikut:

N dalam mendapatkan
wmn\ 'ag
e

(dana, cara

Tabel 2.1
Indikator Transparansi

No Indikator

1 Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada
masyarakat melalui media informasi

2 Pembukuan arus kas keluar memuat semua informasi yang berisikan
pengeluaran belanja atas beban APBDesa yang didukung oleh bukti yang
lengkap dan sah.

3 Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
APBDesa kepada Bupati/Walikota

4 Kepala desa menyelenggarakan MUSREMBANGDES untuk membahas
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dan menyepakati rancangan RKP Desa

5 Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah
desa, Badan permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat yang terdiri
dari: tokoh adat, tokoh agama, tokoh massyarakat, tokok pendidikan, dll
yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

2.1.2 Akuntabilitas
2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas .adalah bentuk kewajiban ‘seseorang atau unit organisasi
untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan hingga akhir demi pencapaian
tujuan yang telah di tetapkan melalui media pertanggungjawban secara periodik.

(Nasirah, 2020) menyatakan “Akuntabilitas juga merupakan instrumen
untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayan publik.
Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mencapai
semua itu. Pengendalian (control) sebagai bagian penting dalam manajemen yang
baik adalah hal yang saling mendukung dengan Akuntabilitas. Dengan kata lain
pengendalian tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien jika tidak di dukung
oleh akuntanbilias yang baik dan juga sebaliknya”.

Akuntabilitas sangat penting dilakukan melalui media yang mana
kelanjutannya bisa di komunikasikan kepada pihak internal maupun pihak
eksternal (publik), secara periodik (berkala)maupun secara tidak terduga utuk
menjadi kewajiban hukum dan bukan karen suka rela. Akuntabilitas mempunyai 2
(dua) tipe, yaitu:

1) Akuntabilitas internal, berguna untuk setiap tingkatan dalam organisasi
internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap

jabatan atau petugas ublik baik individu atau kelompok berkewajiban
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untuk untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai
kemajuan terhadap perkembangan Kkinerja atau hasil pelaksanaan

kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Menurut Kamus

keterpaduan, dan keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangann mengartikan
kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian merupakan bahwa harus ada hubungan
atau kecocokan antara angka dan diskripsi akuntansi serta sumber-sumbernya.
Integritas keuangan harus dapat menyajikan informasi secara terbuka tentang
laporan keuangan daerah,. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi

yang terkandung didalamnya harus menggambarkan secara jujur transaksi dan
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peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secra wajar dapat diharapkan

untuk disajikan.

2. Pengungkapan

s menunjukkan

1) yang mengatur
2)
3)
4) a mengatur tentang peemrintah daerah
5) Peraturan perundang-undangan yang mengatur perimbangan keuangan

pusat dan daerah

6) Ketentuan perundag-undangan yang emngatur tentang pelakdanaan
APBN/APBD

7) Peratuturan perundang-undangan lainnya mengatur tentang keuangan

pusat dan daerah.
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B. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja dapat kita lihat dari perspektif islam yang

mennggambarkan suatu pertanggungajwaban yang. mutlak, menjadi amanah

megetahui
pertanggungja els ) kepada
masyarakat

2.1.2.2 Pri

1. s ( ari pimpi g af instansi untuk

o
\\‘“m

dalan tujuan serta sasaran yang

dangan yang berlaku.

3. Dapat menunjukkan
ditetapkan

4. Harus berorientasi pada pencapaian visi, misi serta hasil dan mnanfaat

yang diperoleh

2.1.2.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Akuntanbiltas Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-

praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengeloaan Keuangan Desa
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sebagaimana tertuang dalam Peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu,
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dann dsiplin
anggran. Tujuan utama dari konsep Akuntabilitas adalah meengetahui

pertanggungjawab . Na langan 3 | a. masyarakat, dimana

)18 menyatakan

aan penerimaan

berkenaan yang

Indikator

1 | Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan dan
pengeluaran pemerintahan desa pada tahunnan anggaran dalam APBDesa

2 | Sekretaris desa mengkoordinaskan penyusunan rancangan APBDesa
berdasarkan RKP desa tahunan berkenaan dan pedoman penyusunan
APBDes yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota

3 | Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan
peraturan tentang APBDesa.

Sumber: Permendagri No 20 Pasal 31 Tahun 2018

2. Tahapan Pelaksanaan
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Menurut Permendagri 20 Tahun 2018 pasal 43 menyatakan bahwa
“Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan dan pengeluaran desa yang
dilkasanakan melalui rekening kas desa yang dilasanakan melalui rekening desa
pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota”.

Tabel 2.3
Indikator Pelaksanaan

No Indikator

1 | Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa'/merupakan penerimaan dan
pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank
yang dirujuk Bupati/\Walikota.

2 | Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda
tangan kepala desa dan kaur keuangan.

Sumber: Permendagri No 20 Pasal 43Tahun 2018

3.Tahapan Penatausahaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Pasal 63 Tahun 2018 *“‘Penatausahaan

dilakukan dengan mencataat setiap penerimaan dan pengeluaran buku kas umum”

Tabel 2.4
Indikator Penatausahaan

No Indikator

1 | Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana
fungsi kebendaharaan

2 | Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap setiap penerimaan dan
pengeluaran dalam buku kas umum.

3 Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun.

Sumber: Permendagri No 20 Pasal 63 Tahun 2018

4. Tahapan Pelaporan

Berdasarkan PERMENDAGRI No. 20 Pasal 68 Tahun 2018 terkait hal
Pelaporan dikatakan bahwa “Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan
APBDesa dan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/
Walikota melalui camat yang berisikan laporan pelaksanaan APBDes dan laporan

realisasi kegiatan”.
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Tabel 2.5
Indikator Pelaporan

No Indikator

1 Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester
pertama ke Bupati/Walikota

2 Laporan terdiri-atas laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi
kegiatan.

3 Kegiatan desa Menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan
paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

Sumber: Permendagri No 20 68 Tahun 2018
5. Tahapan Pertanggungjawaban

Menurut PERMENDAGRI No. 20 Pasal 70 Tahun 2018 menyatakan
bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes
kepada bupati wawancara melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Tabel 2.6
Indikator pertanggungjawaban

No Indikator

1 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap setiap tahun.

2 Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan
desa.

3 Lpaoran pertanggungjawaban berisikan-laporan keuangan terdiri dari
laporan realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan, laporan
realisasi kegiatan, daftar program sectoral. Program daerah dana program
lainnya yang masuk ke desa

Sumber: Permendagri No 20 Pala 70 Tahun 2018

Media Akuntabilitas. yang memadai dapat_berbentuk laporan yang dapat
mengggambarkan pecapaian tujuan atau-target melalui pengelolaan sumber daya
suatu organisasi, karena pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya
suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu tolak ukur
kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam
rencana strategi organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan
tetap berpegang terhadap Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan

Rencana Kerja (RKP).
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2.1.3 Desa
Pengertian desa menurut undang-undang no 6 tahun 2014 yang tertuang

dalam pasal 1 (satu) menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyrakat hukum

penyelenggara.g aha : ¢ subsisten dari

sitem administra nerimtahan | esia, | a_des emiliki wewenang
dan kewajiban+t ‘serta mengeola kepe masyarakat mereka

sendiri

hak dan kewajiban Desa. Pengeloaan Keuangan Desa adalah Keseluruhan
kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan Desa.

Menurut Pedoman Asisten Keuangan Desa dalam (IAI-KASP, 2015:2:5)

menyebutkan bahwa “pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut keseluruhan
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kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan desa.

1) Perencanaan

melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
diterimanya hasil evaluasi.

e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan

Kepala Desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa

tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota. Dengan
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dilakukannya pembatalan Peraturan Desa tersebut sekaligus
menyatukan berlakunya pada APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

f. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama

Rancangan

sebutan lain

dan Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa
tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan
usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/ Walikota.
2) Pelaksanaan
a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

24

b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti

yang lengkap dan sah

c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan

sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

g. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawaban terhadap tindakan yang
menyebabkan pengeluaran kas beban anggaran belanja kegiatan
dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

3) Penatausahaan
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Bendahara desa wajib Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan
pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan

4) F
APBDesa
I Pelaksanaan
si Pelaksanaan
5) Pert

terpisahkan  dari  laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan
media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

3. Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camata tau

sebutan lain.
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b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran

berkenaan

c. Laporan Program Pemerintah Daerah yang masuk ke desa

Kabupaten/Kota dan digunakan untuk untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan
pemberdayaan masyarakat.

Desa dalam kegunaannya mempunyai wewenang untuk menjalankan

pemerintahan secara bijaksana yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan
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dan pembangunan.Berdasrkan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang
pengelolaan keuangan desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)

pemerintah

harus me rinsip va : o0 20 Tahun

, diawasi dan
akat desa.

hemat,terarah,

perencanaan, ta aporan, pertangungjawaban,dan
pembinaan serta pengawasaan.
2.1.4.2 Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa atau ADD adalah merupakan dana yang harus
dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Untuk Desa yang diperoleh dari bagian
dan pertimbangan kuuangan pusat dan daerah yag diterima dari kabupaten yang

penggunaanya 30% untuk belanja aparatur dan operasional 70% untuk belanja
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publik dan pemberdayaan masyarakat. Menurut peraturan mentri Dalam Negri
Nomr 37 Tahun2007 tentang Pedoman keuangan Desa pada pasal 18 bahwa

Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota untuk Desa paling

sedikit 10%.
<ty
2.1.4.3 Pendapata Desa .’.
>

Pe . ﬁﬂ penerimaan
. " |
rekening kas umum a ah™ equit H" lancar dalam
periode ahun ang g bers m amerintah dan tidak
perlu dib
rekening desa ya erupakan hak de tu) tahun anggaran anggaran
yang tidak
kelompok:
1) Pendapats
a) Hasil
b) Hasil aset

2) Transfer

Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Kelompok transfer yang dimaksud adalah:

a) Keuangan Desa

b) Bagian dari hasil pajak Daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah

c) Alokasi Keuangan Desa (ADD); bantuan keuangan dari APBD provinsi;
dan Bantuan dari APBD Provinsi; dan bantuan keuangan APBD

Kabupaten/Kota.
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d) Pendapatan lain-lain.
Kelompok pendapaan lai-lain sebagaiman dimaksud terdiri atas jenis:

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan lain-lain

1)

2)

a) engos 3 a ,..Selain didanai oleh

Dana APBN dialokasikan pada bagian anggaran kementrian/lembaga dan
disalurkan melalui satuan kerja prangkat desa (SKPD) Kabupaten/ Kota.
d) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah

didanai oleh APBD.
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e) Pemerintah mengalokasikan Keuangan Desa dalam APBN setiap tahun

anggaran yang diperlukan bagi desayang ditransfer melalui APBD

Kabupaten/ Kota.

Belanja Desa sek mana erdi er 1 rekening desa yang
merupakan kewajiban desa dalam satu tahunan yang tidak akan
diperoleh pe d ebagaimana untuk

digunakan u anai-pelakse Wenanhga Klarifikasi Belanja

yang pelaksnaannya dibayarkan setiap bulan.
b. Belanja barang

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pembelian ataau pengadaan
barang yanng nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja
barang atau jasa yang di jelaskan antara lain:

a) alast tulis kantor;



nery wejsy sejisIdAm) ueeyeisndiog
N dis1y yejepE ul udmnjoq

31

b) benda pos;

c) bahan/material;

d) pemeliharaan;

Belanja  modal dalam  rangka

pembelian/pengadaan barang dan bangunan yang umur ekonomisnya lebih
dari 12 bulan.

Belanja desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang

nilai kekayaan bersih . Soleh, Chabib. Rochanjah, heru(2014).

Belanja desa dikelompokkan menjadi 2 bagian:

1) Belanja Tidak Langsung:
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a) Belaja pegawai/ penghasilan tetap

b) Belanja Tujangan

c) Belanja subsidi

2)

lembur

anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

2.2 HIPOTESIS
Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan maka ditemukan suatu
hipotesis bahwa:

1. Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jati Mulia Kabupaten Kerinci Kanan

Kabupaten Siak belum Transparan.
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2. Pengelolaan Keuangan Desa di desa Jati Mulia Kecamatan Kerinci Kanan

kabupaten Siak belum Akuntabel.

%

S\

o
e
o
4
P
v
y
¢

s
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METODE PENELITIAN

3.1 Desain penelitian

Menurut C 0 ctode. - pe palitatif adalah metode

(gabungan)
penelitian Kug eb : eralisasi. Pemilihan
jenis peneli akukan un : eb -H:; peristiwa dan fakta-
fakta yang ai denga I '- : ) S dan transparansi
pemerintah

Peneliti

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Desa dan Kuangan di Desa Jati Mulia

Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

34
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3.3 Defenisi Variabel Penelitian
3.3.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Pada peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No
20 Tahun 2018,.tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan
bahwa _transparan adalah kemudahan masyarakat untuk mengetahui dan
mengakses info seluas-luasnya: itentang: 'keuangan daerah. Dengan adanya
transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh
informasi tentang penyelenggara pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan,
proses pembuatan dan pelaksanaan nya, serta -hasil yang akan dicapai.
Transparansi  juga memiliki  arti Kketerukaan  organisasi dalam memberikan
informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-
pihak yang mejadi pemangku kepentingan.

Indikator Transparansi menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018:

Tabel 3.1
Indikator Transparansi

No Transparansi

1 | Kepala desa menyampaikan informasi .mengenai APBDes kepada
masyarakat melalui media informasi

2 | Pembukuan arus kas keluar memuat semua informasi yang berisikan
pengeluaran belanja atas beban APBDesa yang dikung oleh bukti yang
lengkap dan sah.

3 | Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
APBDesa kepada Bupati/Walikota.

4 | Kepala desa menyelenggarakan MUSREMBANGDES untuk membahas
dan menyepakati rancangan RKP Desa

5 | Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah
desa, Badan permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat yang terdiri
dari: tokoh adat, tokoh agama, tokoh massyarakat, tokok pendidikan, dll
yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya massyarakat.

Sumber: Permendagri No 20 Tahun 2018
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3.3.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-
praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengeloaan Keuangan Desa
sebagaimana tertuang dalam..Permendagri.«Nomor 20..Tahun 2018 vyaitu,
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dann dsiplin
anggran. Tujuan utama _dari:1konsep:/ Akuntabilitas adalah mengetahui
pertanggungjawaban. aparatur  pelaksana Keuangan Desa kepada masyarakat,
dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama dan seluruh organisasi desa
yang berperan. besar dalam mengelola Keuangan Desa sesuai bidang
kemampuannya.

Indikator Akuntabilitas menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

Tabel 3.2
Indikator Perencanaan

No Indikator

1 | Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan dan
pengeluaran pemerintahan desa pada tahunnan anggaran dalam APBDesa

2 | Sekretaris desa mengkoordinaskan penyusunan rancangan APBDesa
berdasarkan RKP desa tahunan berkenaan dan pedoman penyusunan
APBDes yang diatur dengan peraturan Bupati/\\alikota.

Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan
3 | peraturan tentang APBDesa.

Sumber: Permendagri No 20 Pasal 31 Tahun 2018

Tabel 3.3
Indikator Pelaksanaan

No Indikator

1 | Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan
pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank
yang dirujuk Bupati/Walikota

2 | Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda
tangan kepala desa dan kaur keuangan.

Sumber: Permendagri No 20 Tahun 2018
Tabel 3.4
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Indikator Penatusahaan

No Indikator

1 | Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana
fungsi kebendaharaan

2 | Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap setiap penerimaan dan
pengeluaran dalam buku kas umum

3 | Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun

Sumber: Permendagri No 20 Tahun 2018

Tabel3.5
Indikator Pelaporan

No Indikator

1 | Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester
pertama ke Bupati/Walikota

2 | Laporan terdiri atas laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi
kegiatan.

3 | Kegiatan-desa Menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan
paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

Sumber: Permendagri No 20 Tahun 2018

Tabel 3.6
Indikator Pertanggungjawaban

No Indikator

1 | Kepala Desa menyampaikan, , laperan ‘. pertanggungjawaban realisasi
APBDesa kepada Bupati/\Walikota melalui camat setiap setiap tahun.

2 | Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan
desa.

3 | Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan terdiri dari
laporan realisasi- APBDesa dan catatanatas laporan keuangan, laporan
realisasi kegiatan, daftar program sectoral. Program daerah dana program
lainnya yang masuk ke desa

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan Desa dapat dikata
Akuntabilitas atau tidak dan transparansi atau tidak apabila sesuai maupun tidak
sesuai dengan indikator Permendagri 20 Tahun 2018 dengan keterangan berikut :

1. Sesuai (S)

2. Tidak sesuai (TS)

3. Belum tejadi (BT)
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3.4 Jenis dan Sumber Data
A. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data Primerdan

sekunder.
1.
a mengenai
akuntabiite di Desa Jati

Mulia

atau laporan hitoris,artike : el Jsun dalam arsip baik yang
dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder penelitian ini
diperoleh dari dikumen-dokumen bagian pemerintahan desa di Desa Jati Mulia
kecamatan Kerinci Kanan Kabuaten Siak. Seperti dokumen data kependudukan,

jumlah penduduk, struktur oganisasi pemerintah desa, peta wilayah, anggaran

pendapatan dan belanja desa.
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3.5 Teknik Pengumpulann Data
Teknik penguimpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi (dokumentation) yaitu teknik pengumpulan data yang

deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan“menyusun secara

sistematis s g di ara dan catatan

Q ‘ , lasirz 2016) mengatakan bahwa
e

ada tiga jalur analisis data kua akukan yakni, Data Condensation,
Data Display, dan Conclusion Drawing/Vertifations. Aktivitas dalam data
kualitatif, yaitu
1.1 Kondensasi Data (Data Condensation) Hal yang pertama kali dilakukan
peneliti dalam penelitian ini yakni mengumpulkan data primer melalui

wawancara dan data sekunder yang terkait dengan pengelolaan yang

mencakup dari proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
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Kemudian setelah data didapat, peneliti mengkondensasi data. Kondensasi

data atau menggolongkan semua dokumen-dokumen vyang terkait

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

3.1 Penarikan Ke awing) Kegiatan analisis ketiga
yang penting adala ena mpulan dan verivikasi. Penarikan
kesimpulan dikaitkan dengan pedoman undang-undang Pengeloaan

Keuangan Desa agar bisa dikatakan akuntabel dan transparan.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

dan jumlal

terletak di

QNS ALN

dengan ka
Subur, dan

tanahnya ad

4.1.1Struktur Organisasi
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4.1.2 Visi dan Misi
1.Visi

“Bersama dalam membangun Desa Jati Mulia yang lebih maju”

untuk memacu laju

an mulai dari

unggas.

e. Meningkatkan sarana dan prasarana dibidang olahraga

f.  Pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

g. Memaksimalkan pelayanan masyarakat dengan sikap ramah
tamah, dan penih rasa tanggungjawab tinggi kepada

masyarakat;
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h. Meningkatkan siskamling demi keamanan warga masyarakat
Jati Mulia.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Transparans gelolaan gan Desa Di Desa Jati Mulia
<@ ey
<. Thpwant )y

>

alarm di desa Jati

’ | _

Mulia pe ﬂ? e un 2018  sebagali
pedoman te 5
)

esuai (S)
Indike 3 Wa a idak sesuai

No TS) Belum
erjadi (BT)
1
melalui
informasi TS

oleh informasi
a. Sehingga
masyarakat dan
peneliti belum dapat
melihat informasi
perencanaan

pembangunan dan
kegiatan yang sedang
berjalan  di  desa

tersebut.
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Pembukuan
arus kas keluar

memuat semua
informasi yang
berisikan

rancangan
Desa

Musyawarah
perencanaan
pembangunan
desa diikuti
oleh

pemerintah
desa, Badan
permusyawarat
an Desa, dan
unsur

masyarakat

yang terdiri
dari: tokoh
adat, tokoh

agama, tokoh

Kepala
Desa Tokoh
Masyarakat

Pembukuan arus kas
dan keluar berisikan
informasi berupa
pengeluaran  belanja
dan didukung oleh
bukti.

asih dalam proses,
Pemerintah Desa dan
Tokoh masyarakat
harusnya terlibat
dalam
MUSRENBANGDES TS
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massyarakat,
tokok
pendidikan, dll
yang
disesuaikan
dengan kondis
sosial

Keuangan
transparan [ p pengelols £S3 ﬂ sesual  dengan
PERMEND
bisa di aks G _' id ‘_ ormasi tentang
informasi dana yang di = A ans 2giatan. Hal ini

disebabkan da 3 d ebagai wujud dari

Jati Mulia menyediakan baliho terkait dana pembangunan untuk desa. Namun
papan informasi yang berisikan informasi terkait perencanaan pembangunan yang
ada di desa belum tersedia , agar ketersediaan hal tersebut menjadi sumber
informasi bagi masyarakat desa dan bentuk trasparansi bagi seluruh masyarakat.

Dalam program MUSRENBANGDES juga dianggap belum sesuai, hal ini dapat

dilihat berdasarkan hasil wawancara di desa dengan masyarakat, yang mana di
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desa tersebut jarang ada MUSRENBANGDES terbengkalai (belum maksimal).
Hal ini disababkan kurangnya ketegasan dari Pemerintah desa dan kurangnya
partisipasi masyarakat dalam RENBANGDES.
Berdasarkan-hasil wawancara dengan sekretaris DesaJati Mulia Bapak JM
mengenai indikator, dapat di peroleh:
“"Saya JM sebagal. selaku. 'sekretaris, Di Desa Jati Mulia memang
sebetulnya ada_papan” informasi, namun 'sudah tidak digunakan lagi,
dikarenakan sejak pandemi jadi jarang masyarakat datang ke kantor desa
dan kami staf desa lalai untuk menempelkan dan mengisi papan informasi
terkait Desa. Ya kalo Untuk Musyawarah desa juga terbengkalai ya, dulu
nya pernah terlaksana namun karna masyarakat kurang peduli terhadap
musyawarah yang diadakan, di tambah staf desa kami juga kurang tegas
jadi musyawarah nya tidak berjalan dengan baik”
4.2.1  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jati Mulia
Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

Untuk mengetahui pengelolaan Keuangan Desa di desa Jati Mulia
peneliti menggunakan permendagri pNO. 20" Tahun 2018 sebagai pedoman
pengukuran suatu akuntabilitas yang terdiri dari beberapa tahapan, dan memiliki
indikator masing-masing. Untuk setiap tahap yang dilakukan untuk pengukuran
penelitian ini adalah:

1. Tahapan Perencanaan

Dalam PERMENDAGRI No. 20 Pasal 43 Tahun 2018 menyatakan

“Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan

dan pengeluaran pemerintahan pada Tahun angggaran berkenaan yang

dianggarkan dalam APBDesa”
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Tabel 4.2
Indikator Perencanaan

Keterangan
N Sesuai (S)
o Indikator Informan | Hasil wawancara | Tidak sesuai
(TS) Belum
terjadi (BT)
1
S
2
S
3
' S
bahan  penyusunan
peraturan  tentang desa
APBDesa

Sumber: Permendagri No 20 Pasal 43 Tahun 2018

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah
disajikan pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa untuk untuk Akutabilitas Perencanaan
Keuangan Desa Di Desa Jati Mulia Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak
dalam hal perencanaan telah sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018

dimana Perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah rencana penerimaan dan
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pengeluaran pemerintah desa dalam tahun yang telah dianggarkan untuk APBDes

dan juga Rancangan APBDesa yang telah disusun berdasarkan peraturan desa

terkait APBDesa menggunakan RKPDesa setiap tahunnya.

Desa kita,
buat karna

Keterangan
Sesuai (S)
Tidak
sesuai (TS)
Belum
terjadi (BT)

No

1 Pelaksanaan

olaan keuangan

pengelolaan desa
keuangan desa | Kerani dilaksanakan
merupakan Desa menggunakan rekening
penerimaan dan kas desa.
pengeluaran  desa S
yang dilaksanakan
melalui  rekening
kas desa pada bank
yang dirujuk
Bupati/Walikota

2 | Rekening kas desa | Kepala Desa  jati mulya
dibuat oleh | Desa memiliki rekening kas
pemerintah desa | Kerani desa.
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Keterangan
Sesuai (S)
Hasil Tidak
wawancara/Dukumen | sesuai (TS)
Belum
terjadi (BT)

No Indikator Informan

disajikan p
Desa di Desg ia Kecama - Al Siak dalam hal

pelaksana

5
c
S
N
o
-
(0e]
<
[<Y)
>
«

mengataka

pengeluaran

* wANd

o
=
[
=.
c
~
u9)
e
ge]
=
<

aja ke sembarang karna itu privasi

3.Tahapan Penatausahaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Pasal 63 Tahun 2018 “Penatausahaan

dilakukan dengan mencataat setiap penerimaan dan pengeluaran buku kas umum”
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Tabel 4.4
Indikator Penatausahaan
Keterangan
Sesuai (S)
No Indikator Informan | Hasil wawancara | Tidak sesuai
(TS) Belum
terjadi (BT)
1 | Penatausahaan Bendahara | Penatausahaan
keuangan dilakukan keuangan dilakukan
oleh kaur keuangan oleh Bendahara S
sebagai  pelaksana
fungsi
kebendaharaan
2 | Penatausahaan Bendahara | Penatausahaan
dilakukan  dengan dilakukan dengan
mencatat setiap mencatat setiap
setiap penerimaan setiap  penerimaan S
dan pengeluaran dan pengeluaran
dalam  buku kas dalam  buku  kas
umum umum
3 | Pencatatan pada | Kepala Pencatatan untuk
buku kas umum | desa buku kas umum di S
ditutup setiap akhir tutup setiap akhir
tahun. tahun

Sumber: Permendagri No 20:Pasal 63 Tahun 2018

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah

disajikan pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa untuk Akuntabilitas Penatausahaan

desa sudah melaksanakan semua pencatatan dengan baik setiap penerimaan dan

pengeluaran dalam buku “kas-umum' dan_ditutup setiap akhir tahun. Dimana

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Bendahara, dengan mencatat setiap setiap

penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, serta pencatatan untuk buku

kas umum di tutup setiap akhir tahun.

4. Tahapan Pelaporan

Berdasarkan PERMENDAGRI No. 20 Pasal 68 Tahun 2018 terkait hal

Pelaporan dikatakan bahwa “Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan
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APBDesa dan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/
Walikota melalui camat yang berisikan laporan pelaksanaan APBDes dan laporan

realisasi kegiatan”.

No

seluruh  lapora
paling lambat
minggu kedua
bulan juli tahun
berjalan

Sumber: Permendagri No 20 Pasal 68 Tahun 2018

pada
ggu kedua bulan
Juli tahun berjalan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah
disajikan pada Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa untuk Akuntabilitas Pelaporan
Keuangan Desa di Desa Jati Mulia Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak

belum sesuai dengan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 yang menjelaskan
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bahwa kepala Desa menyerahkan laporan pelaksanaan APBDesa kepada camat
dan akan diteruskan ke PMD (Pemerintah Daerah). Namun untuk penyususan
laporan realisasi pemerintah desa tidak dapat menggabungkan seluruh laporan
pada minggu kedua bulan Juli-Tahun 2020..Sehingga mereka melaporkan nya di
minggu.kedua bulan agustus, ini disebabkan adanya keterlambatan pencairan dana
dari pusat ke Desa, sehingga desa terkendala dalam melaksanakan pengelolaan
keuangan desa yang melibatkan rencana penggunaan Keuangan Desa terkendala
dan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan APBDes.
Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Desa Jati Mulia Bapak BR
mengenai indikator, dapat di peroleh:
“Hmmm untuk pelaporanya kami agak terlambat melaporkannya,
yaa hal ini karena adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat, yang
menyebabkan rencana kerja kami awal- awal bulan terhalang dan untuk

pelaporanya kami jadinya telat melaporkannya”

5. Tahapan Pertanggungjawaban

Menurut PERMENDAGRI No. 20 Pasal 70 Tahun 2018 menyatakan
bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes

kepada bupati wawancara melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Tabel 4.6
Indikator Pertanggungjawaban
Keterangan
Hasil Sesuai (S)
No Indikator Informan | wawancara/Dokumenta | Tidak sesuai
Si (TS) Belum
terjadi (BT)
1 | Kepala Desa | Kepala | Kepala desa
menyampaikan Desa menyampaikan LPJ
laporan Bendahara | Realisasi APBD kepada s
pertanggungjaw camat.

aban realisasi
APBDesa
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Keterangan
Hasil Sesuai (S)
No Indikator Informan | wawancara/Dokumenta | Tidak sesuai
Si (TS) Belum
terjadi (BT)
kepada

realisasi
APBDesa
catatan
laporan
keuangan,
laporan realisasi
kegiatan, daftar
program
sectoral.
Program daerah
dana  program
lainnya yang
masuk ke desa.

Anggaran

dan

Pelaksanaan
Pendapatan
bealnja desa

Pemerintah Desa Jati
Mulia Tahun 2020.

Sumber: Permendagri No 20 Pasal 70 Tahun 2018

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah

dilakukan oleh peneliti yang telah disajikan pada Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa
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untuk akuntabilitas Pertanggungjawaban terhadapa dan desa Jati Mulia
Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, dalam hal pertanggungjawaban telah

sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 karena kepala Desa

data yang

Anggaran

dipaparkan
Muia dapa an belum Akuntabel : ’menuhi indikator-
indikator yang-sesuai P ENDAGRI : 018. Desa Jati

Mulia hanya memenuhi i enata an, pelaksanaan dan
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.2.1Kesimpulan

Berdasarkan i 3 ang telah dilakukan, maka

b. Dalam penerapan akuntabilias pengelolaan Keuanga Desa, pemerintah
desa kurang mengoptimalkan sistem akuntabilitas desa terutama dalam hal
pelaporan. Namun dalam perencanaan, Pelaksanan APBDes dan
pertanggungjawaban pemerintah desa sudah optimal. dan lebih baik lagi jika

adanya kerjasama yang baik dari masyarakat dalam membantu memangun

partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan desa.
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5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah di paparkan

diatas, sehingga terdapat bebeapa saran yang diharapkan yang akan mampu

manajemen
melibatkan

desa dapat
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